BAB V

Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang

dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan gratifikasi yang ada saat ini memiliki kelemahan yakni tidak

disebutkannya pelayanan seksual sebagai bentuk gratifikasi. Bentuk-
bentuk gratifikasi yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1)
hanya berupa uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Fenomena gratifikasi
seksual pun telah terjadi di Indonesia, namun pengaturan yang ada saat ini
belum jelas mengatur perihal ketentuan pidana terhadap pelaku gratifikasi
seksual baik si pemberi ataupun penerima. Hal ini menyulitkan aparat
penegak hukum untuk membuktikan adanya penerimaan gratikasi dalam
bentuk pelayanan seksual sehingga pelaku lepas dari jeratan hukum.
Selain itu, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi masih belum
jelas perbedaan antara suap dengan gratifikasi. Pengaturan gratifikasi yang
terdapat dalam Pasal 12B sebenarnya telah termasuk cakupan dari
pengertian Pasal 5 ayat (2) huruf a atau b tentang suap, sehingga terkesan
pengaturan Pasal 12B ini tumpang tindih dengan Pasal 5. Tindak pidana
suap dapat disebut gratifikasi jika seandainya suap tersebut diberikan
dengan maksud untuk mempengaruhi putusan atau kebijakan yang akan
diambil oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi, dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia memang masih belum terlalu
jelas pemisahan antara perbuatan pidana suap dan perbuatan pidana
gratifikasi karena perbuatan gratifikasi dapat dianggap sebagai suap jika
diberikan terkait dengan jabatan dari pejabat negara yang menerima hadiah
tersebut.
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2. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan perihal

pembuktian, pelaporan dan penetapan status gratifikasi. Namun, dalam hal
penerimaan gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual ketentuan tersebut
masih sulit untuk diterapkan. Maka dari itu, terdapat urgensi untuk
merevisi ketentuan gratifikasi dan memperjelas pengaturan mengenai

gratifikasi seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat saran dari penulis terkait

praktik gratifikasi seksual yang saat ini masih sulit untuk ditindaklanjuti, yaitu:
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1. Disarankan kepada pembuat undang-undang untuk meninjau kembali

ketentuan mengenai gratifikasi yakni Pasal 12B karena unsur-unsur yang
diatur dalam pasal tersebut sudah diatur dalam pasal lain (Pasal 5). Pasal
12B seolah hanya pengulangan semata atas perbuatan yang sebenarnya
sudah diatur sehingga terkesan tumpang tindih dengan Pasal 5 tentang
suap. Selain itu, pengaturan gratifikasi dan suap perlu diperjelas.
Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk saling bekerja sama
dalam pembuktian gratifikasi seksual. Pembuktian gratifikasi seksual bisa
melalui kesaksian atau alat bukti lainnya, misalnya, SMS ajakan, tawaran,
atau perjanjian mengenai gratifikasi seksual. Perbuatan gratifikasi seksual
sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah.
Hal ini dikarenakan selain merusak moral bangsa, gratifikasi seksual juga
merupakan perbuatan yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.
Untuk dapat dijatunkan sanksi pidana dibutuhkan aturan yang jelas
mengenai perbuatan gratifikasi seksual.

Disarankan kepada pemerintah dan DPR agar merevisi Pasal 12B ayat (1)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi beserta penjelasan pasal tersebut untuk memberikan kejelasan
atau kepastian hukum tentang gratifikasi seksual, sehingga pelaku

gratifikasi seksual dapat dikenakan sanksi hukum. Menurut penulis



bentuk-bentuk gratifikasi yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 12B
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam arti yang
terbatas, sebab bisa saja seorang kontraktor memberikan sebidang tanah
atau hewan (kuda pacu) atau seperti yang terjadi saat ini gratifikasi
diberikan dalam bentuk pelayanan seksual kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dengan tujuan memuluskan tender proyek.
Sedangkan pemberian tersebut tidak diatur secara tegas dalam ketentuan
penjelasan Pasal 12B. Jika ingin memperluas makna ‘fasilitas lain’
terhadap penerimaan sebidang tanah atau hewan (kuda pacu) atau
pelayanan seksual adalah tidak tepat. Sebab dilihat dari istilahnya yang
dimaksud dengan fasilitas ialah sarana untuk melancarkan pelaksanaan
fungsi; kemudahan. Sedangkan sarana adalah segala sesuatu yang dapat
dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dalam hal
penerimaan gratifikasi seksual, tidak tepat apabila manusia disamakan
dengan ‘fasilitas’. Dengan demikian dibutuhkan aturan yang jelas
mengenai gratifikasi seksual. Aturan ini nantinya dirumuskan secara luas,
tidak hanya bersetubuh namun juga dapat termasuk pemberian layanan
kesenangan lainnya seperti pemberian fasilitas ditempat-tempat karaoke

atau pemberian jasa layanan pijat (body massage).
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